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ABSTRAK

Berpijak pada pendapat bahwa bayyinah atau bukti “apa saja yang bisa menerangkan
kebenaran” sebagai alat bukti al-garinah dan al-khibrah akan membantu dalam pembuktian
tindak perkosaan. Seiring dengan kemajuan ilmu Pengetahuan dan teknologi, seperti
kemajuan dalam ilmu kedokteran yang memungkinkan pemanfaatan ilmu tersebut dalam
melihat tanda-tanda (garinah) telah terjadinya suatu tindakan perkosaan, bahkan seseorang
yang ahli dalam ilmu ini bisa jadi saksi ahli (al-khibrah) untuk dimintai keterangan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dan bersifat
deskriptif-analitik. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data literer bersumber dari
data primer dan sekunder, sedang pendekatannya adalah pendekatan yuridis dan pendekatan
normative. Dalam menganalisa data menggunakan metode deduktif.

Penggunaan alat bukti al-khibrah dan al-garinah dimungkinkan, selain karena kedua
alat bukti tersebut diharapkan bisa menjadi sebuah alternative solusi dalam pembuktian
tindak pidana perkosaan, juga kedua alat bukti tersebut termasuk salah satu dari berbagai alat
bukti yang dipakai dalam Hukum Pidana Islam. Adanya hambatan dalam menerapkan alat-
alat bukti tersebut karena adanya aturan yang terlalu ketat dalam pembuktian tindak pidana
perkosaan, tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya kodifikasi guna mencapai
kemaslahatan yang lebih baik.

Key word: pembuktian, tindak pidana perkosaan, alat bukti, Hukum Pidana Islam
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sistem transhiteras: kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan ind

berpedoman  pada buku “Pedoman Transliterast Arab-Latin” yang dikeluarkan

berdasarkan

Surat

Keputusan

Bersama

Menteri Agama dan Mentert

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988,

nomor : 157/1987.b/u/1987.

D1 bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan Tunggal

No

Y.
to.

11.

Huruf Arab

(-

Nama
alif
ba’
la’

54

jim

| ha

khy’

ra’

zal

sin

Huruf Lann

Keterangan

tidak dilambangkan

cs dengan titik di atas

ha dengan titik di bawah

ka dan ha

zel dengan titik di alas
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13. 8] syin Sy cs dan ye

14, ) sad § cs dengan Litik di bawah

15. U dad il de dengan titik di bawah

16. L ta t te dengan titik di bawah

17, L za Z zet dengan titik di bawah

18, | £ “ain ¢ : koma terbalik di atas

19, ¢ gain g -

20, | - , | fa’ f -

21, 3 qaf v} -

22. 4 kaf k -

23, d lam ] -

24, 2 mim mn -

25. O nun n -

26. 3 wawu W -

27, & hamzah | apostrof (lambang ini
tidak digunakan untuk
hamzah di dwal kata)

28 $ ya Y -

2. Konsonan Rangkap (Syaddah)

Syaddaly atau fusydid yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan
dengan scbuah tanda ~ | dalam transliterasi ind dilambangkan dengan huraf

dobdd, yaitu huruf yang sama dengan huraf yang diberi tanda syaddab ita,

vl




Contoh: sl ditulis al-Munawnir
3. Ta’ Marbutah -
T'ransliterast untuk T2’ Marbutah ada dua, yaitu :
a. Ta’ Marbutah hidup.
Ta’ Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathab, kasrah atau
dammab: transliterasinya adatah ¢ (te).
Contoh : FENREEN r-lltulis Kifayatul Akbyar
b. Ta’ Marbutah mat
‘T2’ Marbutah yang mati atau mendapat harakat swkus, transliterasinya
adalah h (ha).
Contoh : BN AREES ditulis Kifeyah al —Akbyar.
4. Vokal
Vokal bahasa Arab, terdiri dari tiga macam, yaitu : vokal tunggal
(monoftong), vokal rangkap (diftong) dan vokal panjang.
a. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transhterasinya nda].ah ;
o lathab dilambangkan dengan a.
Contoh: w8 ditulis Kataba
s Karah dilambangkan dengan i
Contoh: e drtulis Minbum
*  Dummab dilambangkan dengan .

Contoh: =& dnuls Yak/vba
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b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab  yang lambangnya berupa gabungan antara
barakat dan hural, transliterasinya berupa gabungan huraf, yaitu :
o Fathaly + Ya’ mat ditulis a1
Contoh: s dirulis Alidihimm
o Fathaly + Wann mati ditulis au
Contoh: 5 diwulis Twrari
¢. Vokal Panjang
Vokal panjang dalam bahasa Arab disebut maddal, yaita barakat dan
huruf, transliterasinya adalah :

o Duthal + Alfditalis a

Contoh: A dirulis wlAbkarn
o Jiglbal + Yo mad ditulisa
Contoh: =3 dialis fdda e

Kasrah + Yo' mat ditnlis i

Contoh: b ditulis Tabann

Dammab + Waws mat ditulis u
Contoh: st ditulis Usad
. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Aral dilambangkan dengan huruf
alilf dan lam (J ). Namun dalam transliterasi ini kata sandﬁng 1 dibedakan
atas kata sandang  yang ditkuti oleh hurul syazsiyyals dan kata sandang yang

dnkutt olel hurul gamartyyal.
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¢  Bila ditkuti olch hurul gamenzyyal ditulis al-.
Contoh: S duulis al-Qur'un
o Bila ditkud oleh huruf gemsiyyad ditulis dengan menggandakan hurul
syamsiyyah yang mengikatinya serta menghilangkan huraf lam.
Conroh: Bl ditubis as-Snnnalb
6. Hamzah
!Ia;-nzah ditranslitcrasikan dengan tanda apostrof. Namun hanya
berlaku bagr hamzah yang tedetak direngah dan dh akbur kata saja, Bila
hanwab 1tu reretak  di awal kata, maka 1a tidak dilambangkan, tetapi
ditransliterasikan dengan huraf 2 atau 1 atav w sesual dengan Aarakal
hamzah di awal kata terscbut.
Contoh: e diculis ebMa”
Jit diruhs Ta'ned

sl ditulis A
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BAB !
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keamanan serta ketertiban dalam masyarakat akan tercapai dan terpelihara
.apabila tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan dan norma-norma yang
' ada dalam masyarakat,'baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Suatu
perbuatan dianggap salah jika telah melanggar norma-norma yang ada, sedangkan
sutau perbuatan dianggap suatu kejahatan jika telah melanggar norma hukum

yaitu norma yang telah ditetapkan sebagai undang-undang oleh negara.
Salah satu tindak pidana yang sering terjadi selain pencurian dan
pembunuban adalah tindak pidana perkosaan. Pasal 285 KUHP merumuskan

tentang perkosaan sebagai berikut :

Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa
perempuan yang bukan istrinya bersefubuh dengan dia karena

perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua
belas tahun. ¥

Dari bunyi pasal di atas, dapat diketahui bahwa perkosaan menurut
konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia (KUHP) adalah
memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kata-kata “memaksa” dan “dengan

YR Sugandhi, KUIIP Dan Penjelasannya, (Surabaya : Usaha Nasional, 1980), him. 302-303.



' kekerasan atau ancaman kekerasan” disini sudah menunjukkan betapa
mengerikan ancaman perkosaan tersebut.
Dalam Kamus Hukum kata perkosa mempunyai arti selain gagah, kuat
juga berarti paksa, kekerasan.”
+ Undang-undang No. 14 th. 1970 Pasal 6 ayat 2 menyatakan bahwa :
Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidama, kecuali apabila
pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-

undang mendapat keyakinan, bahwa seorang yang dianggap dapat

bertanggung — jawab, telah bersalah atas perbuatan yang
‘- ditaduhkan atas dirinya.”*

Pembuktian merupakan hal yang penting dalam Hukum Acara Pidana
sebab apabila terjadi kesalahan dalam pembuktian, maka keputusan yang
dihasitkan akan jauh dari kebenaran dan keadilan. Padahal keadilan merupakan
dasar bagi pengadilan dalam penegakan hukum,” oleh karena itu pembuktian
tersebut harus dilakukan dengan benar agar keadilan benar-benar terwujud.

Keadilan dan kebenaran merupakan suatu hal yang harus dijunjung tinggi
dalam kehidupan ini, Oleh karena itu, dalam menyelesaikan suatu persoalan
-sescorang tidak boleh asal menyalahkan orang lain tanpa disertai adanya bukti-

bukti yang kuat apalagi dalam masalah pidana.

» Andi Hamzah, Kamus Hukum, (Jakaria : Pencrbit PN Balai Pustaka, 1976), him. 469,

» CST. Kansil. Kifab Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (KUKK), (Jakarta: Bina
Aksara, 1986), him. 11.

* Roihan A Rasvid, Hukum Acara Peradilan agama, (Jakarla: RajaGrafindo Pcrsada, 1996),
him.141.



Untuk mendapatkan bukti—bukti yang ditinggalkan pelaku suatu tindak
pidana, penyidik biasanya mempergunakan alat-alat bukti baik itu berupa “saksi *
hidup” yaitu : orang-orang yang menyaksikan, melihat atau mengetahui, maupun
.“bukti mati” yaitu : bukti-bukti yang ditinggalkan si pelaku.” |

Tujuan dari hukum pidana adalah melindungi dan menyelamatkan
individu atas adanya kejahatan dalam masyarakat atau dengan kata lain untuk
mengayomi masyarakat,” sehingga tujuan tersebut harus - dijaga. agar adanya
kejahatan yang telah membawa korban jangan sampai _r'hembawa korban lain.
Maksud dari korban lain disini adalah seseoréng yang sebenarnya tidak bersalah
dinyatakan bersalah karena adanya kesalahan dalam proses penyidikan.” Kalau
sam;l)ai terjadi adanya pelimpahan kesalahan pada orang lain, maka hal tersebut

sudah mélanggar salah satu dari asas-asas hukum pidana yaitu “asas larangan

memindahkan kesalahan pada orang lain”®

R Suparmono, Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalom aspek Hukum Acara
Pidana, (Semarang: Satya Wacana, 1989), him. 24,

& Mocljatno, Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Bma Aksara, 1985),
him. 17.

7 Penyidikan adalah scrangkaian tindakan penyidik (Pcjabal Polisi atau Pcjabal Pcgawai
Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang) dalam hal dan menurut cara
yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumputkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya atan pelaku
tindak pidananya. Lihat : M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalohan dan Penerapan KUHAP
Penyidikan dan Penuntutan, cet 1 (Jukarta - Sinar Grafika, 2000), him, 109.

* Dalam Hukum Pidana Istam ada beberapa asas diantaranya Asas Legalitas, Asas larangan
memindahkan kesalahan pada orang lain, dan Asas praduga tak bersalah. Lihat : Mubammad Daud Ali,
Hukum fstam Pengantar limu Hukum dan Tata Hukum fslam di Indonesia, Edisi V1, Cet. 7 (Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 1999}, him. 118-119,



Dalam tindak pidana perkésaan, ada beberapa kendala atau faktor-faktor
yang menghambat dalam pembuktiannya. Selain faktor dari diri korban sendiri -
yang tidak segera melapor bahkan ada yang tidak mau melapor - akan
menyulitkan penyidik menemukan bukti-bukti yang sangat diperlukan. Hal ini
dikarenakan beberapa sebab sepertt : mereka (korban) ingin melupakan tentang
kejadian tersebut, takut bahwa pemerkosa akan menyakiti mereka, mereka ..
mungkin mengenal si pemerkosa dan mendapat tekanan baik dari féman atau
Reluarga untuk tidak melapor pada polisi, mereka menganggap bahwa bukti yang
ada sangat sedikit sehinggé tidak akan mungkin mendapat suatu kepastian hukum, '
adanya pengalaman buruk dengan polisi atau sistim hukum yang berlaku
sebelumnya, adanya perasaan malu bahwa setiap orang akan mengetahui apa yang
sebenarnya terjadi, mereka takut bahwa mereka tidak akan dipercaya.” Juga
adanya kendala birokrasi dalam penegakan hulkum yang dinilai “tidak manusiawi
dan menyakiti.. .- D:gi korban. Hal tersebut dikarenakan prosedur berperkara
yang harus dihadapi korban dan keluarganya dinilai déh dirasakan “berbelit”
sekaligus memperlama penyelesaian kasus dan memperpanjang penderitaan
korblan. Selanjutnya, kalaupun pengadilan menjatuhkan sanksi, hakim seringkali

tidak bisa menjatuhkan pidana yang maksimal karena pembuktian yang sulit. 19

*'D.C. Rapc Crisis Conder. If You ‘ve Been Raped : What to Expect, Where to Run, What You
Can Do.

' Suparman Marzuki,"Korban dan Pclaku Perkosaan di Indongsia”, dalam Eko Prasctyo dan

Marzuki Suparman (ed), Perempuan Dalam WWacana Perkosaan, (Yogyakarta @ PKBL, 1997), hIm.
100-101.



Berkaitan dengan pembukﬁan tersebut, Dr. Abdul Mun’im Idries, seorang
ahli kedokteran forensik mengatakan bahwa; Visum yang identik sebagai
pengganti barang bukti membutuhkan kecepatan untuk membuatnya. Untuk
men;antukan apakah dalam tubuh korban terdapat sperma atau tidak, paling lambat
harus dilakukan 2 hari setelah peristiwa perkosaan itu terjadi dan untuk
mengetahui apakah sperma masih bergerak atau tidak, diperlukan waktu 4-5 jam
setelah kejadian perkosaan itu.'"

Disinilah kemudian muncul sebuah dilema. Seringkali perkosaan tersebut
tidak segera dilaporkan oleh korban ataupun keluarganya Di satu sisi hal tersebut
berkaitan dengan faktor-taktor seperti takut aibnya terbuka, adanya tekanan dari
pihak keluarga, juga adanya pengalaman buruk dengan polisi atau sistem hukum
yan berlaku , di sisi lain kalau tidak segera dilaporkan maka akan sangat sulit
untuk mengumpulkan bukti-bukti yang akan dijadikan landasan bagi pemeriksaan
selanjutnya.

Dalam lhukum pidana Islam masalah kejahatan perkosaan termasuk dalam
kategori jarimah zina, yaitu disertai dengan adanya unsur pemaksaan (az-zina bi

al-ikrah) "* Figih (hukum Islam) memformulasikan bahwa ada dua tahap yang

W 1hid.

' Abdu al-Qadir ‘ Audah, A¢-Tasyri al-Jina I al-Islamy, (Kairo: Dar al-‘Urubah, 1963). hlm.
364. Kata ikrah dalam kamus berarti paksaan atau kekerasan. Lihat ;: Mahmud Yunus, Kamues Arab
Indonesia, (Padang : Yavasaii Penyclenggara Peaterjemah Pentalsir al-Quean, 1973), him. 372, Ax-
Zin@ bi al-Ikrah berarti suatu perbuatan zina dengan disertai kekerasan atau paksaan. Kalan melihat

pengertian tersebut berari santa dengan pengertiasn perkosaan yaitu snatu perbuatan zina vang disertai
adanya unsur paksaan dan kekerasan.

s



harus dilalui dalam pembuktian jarimah zina, yaitu : adanya pengakuan dari

pelaku dan adanya empat orang saksi laki-laki yang menerangkan segala

sesuatunya dengan terperinci."”’

Kalau kita lihat pembuktian dalam hukum pidané Islam di atas, akan
sangat sulit untuk mencapai atau memenuhi dua kriteria tersebut dalam
membuktikan adanya tindak pidana perkosaan. Disamping itu terlihat juga adanya
unsur diskriminasi dalalm sistem pembuktian tersebut. Abdullahi Ahmed An-
Na’im sebagaimana mengutip pendapat Abdu al-Qadir ‘Audah menyatakan
bahwa “aturan-aturan pembuktian dalam hukum pidana Islam mengandung
diskriminasi, seperti dengan ditolaknya perempuan dan non muslim padahal
mereka berkompeten untuk menjadi saksi dalam beberapa kasus” '

Akan tetapi, menarik untuk dikaji lebih jauh pendapat yang mengatakan
bahwa sistem pembuktian dalam hukum pidana Islam tidak jauh berbeda dengan
sistem hukum barat. Ahmad Fathi Bahansy menerangkan dengan mengutip
pendapat Ibnu al-Qayyim yang terdapat dalam kitab I’lamu al—Muwaqqi’_i.n, beliau

berkata :

Sesungguhnya syari’ tidaklah membatasi pengambilan keputusan
untuk memelihara hak-hak semata-mata berdasarkan kesaksian dua
orang saksi lelaki saja, baik mengenai darah, harta, paraj, dan had-
had : bahkan para khulafaur Rasyidin dan sahabat r.a. telah

' Marsum, Jinayat - Hukum Pidana Isiam, (Yogyakarta : FH. UIL 1988), him. 88.

1 Abdullahi Akmed An-Na’im, Dekonstruksi syari‘ah : Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi
Manusia dan Hubungan [nternasional dalam Islam. alih bahasa Ahmad Suaedi dan Amimddin Arrani
Cef. 2 (Yogyakaria: LKIS, 19976), hlm. 233.



menghukum had pada zina dengan adanya bukti kehamilan dan
pada minum khamar dengan adanya bau muntah. 1)

Pengertian di atas menunjukkan bahwa makna bayyinah atau bukti
sebagaimana hadis Nabi : “A/l-Bayyinatu ‘Ala al-Mudda’l” bukanlah terbatas

pada as-syahddeah atau persaksian, '

Pendapat yang mengatakan bahwa sistem pembuktian dalam hukum
pidana Islam sama dengan sistem pembuktian barat ada benarnya juga. Kalau kita
lihat dari macam-macam alat bukti misalnya, dalam hukum pidana Islam dikenal
beberapa alat bukti seperti as-syahadah (saksi), al-igrar-(pengakuan), al-garain
(tanda—tanda) al-khibrah (pendapat ahli), makfumaiu! gadi (pengetahuan hakim),
al—kttabah (tulisan/surat), al-yamin (sumpah),'” sedangkan dalam sistem hukum
modern ~ dalam hal ini penyusun mengambil contoh macam alat bukti sebagai
mana yang tercantum dalam Pasal 1866 BW - yaitu bukti tulisan, saksi-saksi,
persangkaan-persangkan, pengakuan dan sumpah.'®

Oleh karena itulah, disini penyusun mencoba untuk mengkaji alat bukti

dalam hukum pidana Islam yang bisa digunakan dalam pembuktian perkosaan,

' Ahmad Fathi Bahansy, Teori Pembultian Menurut Figih Jinavat Isicm, alih bahasa Usman
Hasyim dan fbnu Ralman, (Y ogyakarta : Andi Oifset, 1984), hlm. x.

' Jumhur Ulama mcngatakan yang di maksud dengan bavinah adalah svakadah alaw
kesaksian, sedangkan lbnu Hazm berpendapat bahwa vang di maksud dengan bayyinah adalah
syahiidah dan *llmul Qadi atan pengetahnan hakim, adapun lbnu Taimiyvah, lbnu al-Qoyyim dan lbnu
Farh berpendapat bahwa yang di maksud dengan bayvinah adalah segala sesuatu yvang dapat
menerangkan kebenaran. Lilat © Ahmad Abdu al-Mun’im al-Bahy, Adin Turug al-Isbat fi as-Syart ati
wa fi al-Qaniini, cel 1 (itp : Dar al-Fikri al-" Arabi, 1963), him. 3

) Ahmad Fathi Bahansyi, Teori Pembuktian ..., Wm. xii.

") HAJ.JSG. Sitohang, Ikhtisar Kitab UU Hukum Perdata Indonesia, oot | (Jakarta @ PT ~
Kudamas Intra Asia, 1989). him. 489



sebagaimana telah diterangkan di atas bahwa perkosaan disini masuk dalam
kategori jarimah zina sedangkan alat bukti yang biasa digunakan dalam
pembuktian jarimah ini adalah dengan pengakuan dan saksi, apalagi dalam kasus
‘perkosaan yang pembuktiannya lebih sulit karena perlu dibuktikan adanya unsur
kekerasan. Kalau pada masa Rasul dibolehkan bagi hakim memutus perkara zina
dengan pengakuan hal ini karena sulitnya melihat kemaluan seorang laki-laki
pada kemaluan perempuan, apalagi membuktikan unsur kekerasan dalam
“hubungan yang dipaksakan tersebut, tentu akan sulit bagi hakim kalau hanya,
menggunakan alat bukti saksi dan pengakuan saja.

Berpijak pada pendapat bahwa bayyinah atau bukti itu “apa saja yang
' bisa menerangkan kebeﬁaran” penyusun melihat bahwa penggunaan alat bukti a/-
garinah dan al-khibrah akan sangat membantu dalam pembuktian tindak
perkosaan ini. Apalagi seiring dengan majunya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,
seperti kemajuan dalam ilmu kedokteran yang memungkinkan pemantaatan ilmu
tersebut dalam melihat tanda-tanda (qarinah) telah terjadinya suatu tindak
perkosaén, bahkan seseorang yang ahli dalam ilmu ini bisa jadi saksi ahii {(a/-
khibrah) untuk dimintai keterangannya .

Berlatar belakalng masalah ini, penyusun kemudian tertarik untuk meneliti
penerapan alat bukti dalam hukum pidana Islam dalam pembuktian tindak pidana
perkosaan serta faktor-faktor penghambat bagi penerapan alat bukti tersebut.
Oleh karena itu skripsi ini penyusun beri judul, Pembuktian Tindak Pidana

Perkosaan (Studi Terhadap Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Islam).



B. Pokok Masalah
Dari Latar Belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah untuk
Penelitian ini yaitu:
1. Aiat—alat bukti apa yang bisa digunakap dalam perlﬁbuktian tindak pidana
perléoéaan menurut hukum pidana Islam.
2. Faktor apakah yang menghambat penerapan alat-alat bukti tersebut dalam
membuktikan tindak pidana perkosaan .
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1, Tujuan
a. Menjelaskﬁn macam alat bukti dalam hukum pidana Islam — yaitu alat
bukti al-igrar, as-syahadah, al-garinah dan al-khibrah - yang dapat
digunakan dalam pembuktian tindak perkosaan.
b. Menjelaskan faktor-faktor yang menghambat penerapan alat bukti dalam
mengungkap tejadinya suatu tindak perkosaan.
2. 'Kegunaan
a. Memberikan sumbangan pemikiran untuk meningkatkan kesadaran
hukum.
b. Kajian ini akan bermanfaat bagi siapa saja yang tertarik dengan kajian
Hukum Pidana Islam, khususnya dalam melihat alat-alat bukti dalam suatu

tindak pidana atau jarimah.
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D. Telaah Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penyusun lakukan, diskursus
seputar pembuktian dan alat bukti telah banyak dituangkan dalam bentuk tulisan
oleh para ahli. Tetapi pembahasan tentang pembuktian dan alat-alat bukti yang
bisa di gunakan dalam pembuktian tindak perkosaan masih sedikit menjadi bahan
perbincangan mereka.

Sementara itu dari telaah beberapa karya tulis, penyusun menemukan
sejumlah karya yang meneliti baik itu tentang pembuktiap dan alat bukti maupun
tentang tindak pidana perkosaan, antara lain :

Skripsi saudari Hidayatur Rochmah, mahasiswi Fakultas Syari’ali TAIN
Sunan Kaljaga Yogyakarta yang menyelesaikan studinya pada tahun 1997,
berjudul, Sidik Jari Sebagai Bukti Dalam lindak Pidana Ditinjau Dari Hukum
Islam. Dalarﬁ skripsi tersebut, la menerangkan Pembuktian g{engan menggunakan
sidik jari untuk seluruh kasus pidana. Dengan demikian, skripsi tersebut hanya
menjelaskan secara umum tentang penggunaan bukti sidik jari tanpa menjelaskan
kasusnya lebih terperinci dan hanya menjelaskan satiu alat bukti saja.

Skripsi berjudul, Status Persaksian Wanita Dalam Perkara Hudud Dan
Qisas Menurut lbnuy  Hazm, karya Mukhlis (1998), dalam skripsinya ia
menjelaskan tentang alat bukti saksi yaitu persaksian wanita dalam perkara hudud

“dan qisas itupun hanya terfokus pada pendapat Ibnu Hazm.
Musriyadi (2001), dalam Skripsinya yang berjudul Perlindungan Hukum

lerhadap Hak-Hak Korban Perkosaan Menuru! Hufum Islam Dan Hukum
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Pidana Positif, walaupun 1a membahas tentang tindak pi@ana perkosaan namun
hanya dari sisi perlindungan hukum bagi korban perkposaan. Jadi, sisi
pembuktian dari tindak pidana tersebut belum tersentuh sama sekali.

Selanjutnya sebagai referensi dalam pembahasan mengenai pembuktian
perkosaan ini, penyusun menggunakan beberapa kitab atau buku dari para ulama
seperti : “Min Turuq al-1sbat fi as-Syariati wa fi al-Qanun” karya Ahmad ‘Abdu
al-Mun’im al-Bahy, ““Teori Pembuktian Menurut Iigih Jinayai Islam” karya
Ahmad Fathi Bahansy, “A/~Qada wa al-isbat fi al-I'igh ql—ls[c?my” karya *Abdu
al-Fatah Muhammad Abu al-*Ainin, “4/-Qadd fil Islam” karya M.Salam Madkur,
“Ilamu al-Muwagqqi in ‘an Robi al-‘Alamin dan At-Twuq al-Hukmiyyah™
keduanya karya Ibnu al-Qayyim al-Jauzy.

Sebagai data penunjang, penyusun juga menggunakan beberapa buku
yang ada hubungannya dengan pembahasan, seperti Eko Prasetyo dan Marzuki
Suparman (ed), Perempuan dalam Wacana Perkosaan; Adrina Taslim dkk
(1995);-Bila Perkosaan Terjadi, D.C. Rape Crisis Center, If You've Been Raped,
serta beberapa buku tentang pembuktian dan alat bukti.

Sejauh ini dari beberapa karya di atas belum ada yang membahas sccara
komprehensif khususnya tentang alat bukti al-garinah dan al-khibrah dalam
pembuktian tindak perkosaan serta kontribusi kemajuan ilmu kedokteran dalam
menunjang penerapan kedua alat bukti tersebut. Yang jelas sudah disépakati
adalah bahwa pembuktian pada delik zina termasuk zina bi al-itrah (dengan

paksaan) adalah dengan pengakuan dan persaksian (empat orang saksi laki-laki).
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E. Kerangka Teoretik .

Secara fundamental hukum Islam dibentuk dengan tujuan merealisir
kemaslahatan umat manusia sekaligus menolak madarat atau kesulitan darinya.'”
Hal ini tentu saja sejalan dengan misi utama diturunkannya agama Islam sendiri,
yaitu menegakkan kemaslahatan manusia secara universal®” Untuk merealisir
kemaslahatan ini Islam memiliki dua sumber hukum pokok berupa nas a/-Qur 'an
dan as-Sunnah. Dua sumber hukum Islam ini memuat prinsip-prinsip dan aturan-
aturan hidup yang komprehensif dan berlaku secara universal. Meski demikian,
bersamaan dengan berjalannya waktu dan berubahnya- tata kehidupan sosial
mariusia;_ dalam tataran praksis hukum Islam sangat dipengaruhi oleh adanya
perubahan dalaln masyarakat. Adanya fenomena semacamn itu menyebabkan
hukum Islam harus bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman dan kondisi
masya:akatnya. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut  hukum Islam pun
membuka peluang terhadap upaya-upaya pembaruan, dengan catatan pembaruan
itu tidak keluar dan aturan nas al-Qur’an dan as-Sunnah. Upaya pembaruan
hukum Islam ini tidak ditujukan pada aspek-aspek ibadah ritual seperti salat yang
sudah memiliki aturan-aturan khusus berdasarkan nas yang gqat’i, tetapi
berorientasi pada aspek-aspek muamalah seperti dalam bidang ekonomi, -

#

1! Abdul Wahab Kholaf, Zlmu Usu/ al-Figh, cet. 12 (Kuwait: Darul Qolam, 1978 M / 1398
H), him. 84. :

) Said Agicl Siradj. Jslam Kebangsaan: Figih Demokratik Kawn Santri, col. 1 (Jakarta:
Pustaka Ciganjur, 1999), hiin, 40,
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pendidikan, dan politik yang seri;lgkali aturan-aturannya tidak terdapat dalam al-
Qur;’an dan Sunnah. Namun yang paling penting dari setiap upaya pembaruan
dalam bidang hukum adalah bahwa ia semestinya bertujuan untuk menciptakan
kemaslahatah umat mé.nusia. Bila hal ini dikaitkan dengan figh al-jindyah, maka
setiap “upaya pembaruan yang dilakukan terhadapnya, baik dalam lapangan
teoritié a:cau pun praksis harus bertujuan serupa.

Dalam sebuah proses peradilan, seorang Hakim dalam memutus suatu
perkara harus benar-benar menjunjung tinggi keadilan, sehingga putusannya bisa

dipertanggung-jawabkan secara hukum. Hal ini sesuai dengan firman Allah :
Tt Yoo “ w e
- ) - \\ NI /5 '
f—g\bb@‘ﬁ‘ L;\ EBIPL PRSI\ Jﬁ\g 1NN
- y & - s
& .\ w . u: “oow . \ .
A)}Qa.» s 4! 5! JA_ALBQO\U»Q_/L’“
\ \/ R
21 : .
) )bt \J:“(_"" U&:ﬁ. ‘UU\ Q\
Selanjutnya, agar diperoleh suatu keputusan yang benar-benar adil, maka
~ seorang Hakim harus memperhatikan bukti-bukti yang ada sehingga kesalahan
dalam memberikan putusan dapat dihindari.
Sebagaimana telah diterangkan di atas bahwa pembahasan tindak pidana

perkosaan serta pembuktiannya disini dikategorikan dalam jarimah zina,””’ maka

pembuktiannya mengacu pada pembuktian jarimah zina. Drs. Marsum dalam

) An-Nisa (4) : 58.

“!'Lihat foic nolc no.12 halaman 3.
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bukunya yang berjudul Jinayat (hukiem pidana Islam) mengatakan “pembukiian
delik zina hanya bisa dilakukan dengan pengakuan (igrar) dari pelakunya, dan

dengan empal orang saksi laki-laki yang menerangkan segala sesualunya

' 2D
dengan terperinci.”*"

Kalau melihat rumusan pembuktian di atas, akan sangat sulit apabila
diterapkan dalam pemi)uktian perkosaan. Mungkin akan lebith mudah apabila
menggunakan rumusan pembuktian (al-bayyinah) sebagaimana yang dinyatakan
oleh’ Ibnu al-Qayyim, yaitu bahwa “bayyinah it segala sesuatu yang dapal
menerangkan kebenarar”’. Rumusan tersebut lebih luas cakupannya dan tidak
menutup kemungkinan untuk di terapkannya alat bukti lain yang bisa membawa
atau menunjukan kebenaran dari suatu peristiwa yang terjadi, dalam hal in
penyusun melihat bahwa penerapan alat bukti al-qarinah dan al-khibrah bisa
menjadi sebuah alternatit solusi yang baik. |

Penerapan alat bukti garinah dalam pembuktian tindak perkosaan bisa
mencakup apa saja‘yang dapat dijadikan petunjuk dalam mengungkap kasus
perkosaan yang terjadi. Adanya benda-benda yang tertinggal di tempat kejadian
seperti rambut, bercak darah atau sperma, atau benda lain milik pelaku yang

tertingga!l bisa dijadikan bukti yang kuat setelah melalui proses pemeriksaan.

) Marsum, Jinayat : hukum pidana Islain, him. 88.
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Pada proses selanjutnyé alat bukti al-khibrah memegang peranan
penting, karena untuk memeriksa benda-benda tersebut tentunya diperlukan
seorang yang ahli.

Pembuktian dengan menggunakan qarinah sendiri sebenarnya telah
terpelihara dalam khazanah hukum Islam (figih). Akan tetapi tidak semua
garinah dapat dijadikan alat bukti hanya garinah yang jelas saja yang dapat
dijadikan alat bukti, yaitu yang diistilahkan sebqagai al—qari-nah al-wadihah.

Kaitannya dengan alat bukti qarinah, ada beberapa kriteria dari a/-
qarinah al-wadihah sehingga bisa dijadikan sebagai alat bukti. Kritleria tersebut
adalah :

1. Qarinah tersebut harus jelas dan meyakinkan sehingga tidak akan patu-t
dibantah lagi oleh manusia normal / berakal, dan dapat dijadikan dasar
pemutus walaupun hanya atas dasar satu qarinah saja.

2. Semua garinah menurut undang-undang di lingkungan Peradilan Umum,
sepanjang tidak jelas-jelas bertentangan dengan hukum Islam.

3. Qarinah lainnya tidak termasuk al-qarinah al-wadihah dan tidak termasuk alat
bukti.?? |

Pembuktian tersebut juga sebagai solusi alternatif ketika kerangka pidana
hukum Islam mengalami kebuntuan, hal ini karena hukum pidana Islam secara

keseluruhan beserta batasan tentang hal-hal yang sangat bertentangan — seperti

*"Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, him. 175-176.
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| hukuman yang sangat keras dan tegas bahkan dipandang tidak manusiawi, selain
itu juga adanya standar pembuktian yang “tidak mungkin™ dipenuhi — sementara
hukuman terhadap beberapa tindak pidana yang lain diserahkan pada “ketelitian
~ atau kebijaksanaan hakim *”’

Sebagai landasan dalam melihat alat-alat bukti kejahatan perkosaan
adalah :

Firman Allah :

* P-<~° 1—%‘{)“\ el

) Amir Mu’allim dan Yusdani. Konfigurasi Pemikiran Hukwn Islam, col 1 (Yogyakarta :Ull
Press, 1999, him. 10,

) 4n-Nisa (4) : 15.
T Yasuf (12) 127,

*) An-Nahi (16) : 43.
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Hadits Nabi :

‘B\-’:) *LJwU&JD"P JUIVSY \.J‘L;m:)}
S0 i de ey £ e 5, Ly

Juga dalam Kaidah Figh :

) }L_;‘Jj\“d Al Z—_;Jfgi\
FUNA RN PRV IO

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
:Penelitian int adalah penelitian kepustakaan (library research). Maka teknik
yang digunakan adalah pengumpulan data secara liferer, yaitu penggalian

bahan-bahan pustaka yang koheren dengan obyek pembahasan.

) Abi Isa Muhamumad Tonu “Isa, al—Jamf ’ a.s'-.yah-i-h, wa huwa Sunan at-Tirmizi, 12, Bab Ma
Ja’a fi Anna al-Bayyinate ‘ala al-Mudda’l wa al-Yaminu ‘ala al-Muda’a “Alathi, (Beirut : Dar al-
Kutub al-"lImiyyah, tt}, 111 : 626. hadis nomor 1341. hadis dari " Ali Ibou Hijr.

9 Asnwmni Abdurrahman, Qaidah-gaidah Figih, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), him. 71.

Y Abdul Hamid Hakim, Mahadi Awwalivah, (Jakarta: Sa’diyah Putra, tt), him. 40
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2. Sitat Penelitan
Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Yaitu menuturkan, menggambarkan
dan mengklasiﬁkasikan secara obyektif data yang dikaji sekaligus
menginterpretasikan dan menganalisa data tersebut._
3. Teknik Pengumpulan Data
Sesuai dengan jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka teknik .
yang digunakan adalah pengumpulan data literer yaitu :
a. Data Primer
Yaitu mengumpulkan data pustaka dari buku atau kitab yang hlembahas
tentang alat-alat bukti dalam hukum pidana Islam seperti Mm Turug al-
1sbat fi as-Syari'ah wa fi al-qganini, karya Ahmad Abdu al-Mun’im al-
Bahy, Teori I’ebu;fc!mn Meunrat Figih Jinayat Islam, karya Ahmad Fathi
Bahansy, A/-Qada fi al-Islam” karya M. Salam Madkur, “{’lamu al-
Muwagqqi’in dan At-Turng al-Hukmiyyah” keduanya karya Ibnu al-
Qayyim al-Jauzy. |
b. Data Sekunder
Yaitu mengumpulkan data pustaka dari buku atau kitab lain yang ada
relevansinya dengan masalah pembuktian dan alat bleti.
4. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan

a. Yuridis, yaitu dengan melihat undang-undang atau peraturan yang berlaku

di Indonesia.
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b. Normatif, yaitu suatu uséha untuk menjelaskan hukum dari alat bukti
dalam proses pembuktian perkara tindak pidana perkosaan manakala
menelaah dari sisi hukum Islam.

4. Analisis Data
Analisa data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisa,
mempelajari serta mengolah data-data tertentu sehingga dapat diambil suatu
kesimpulan konkrit tentang persoalan yang diteliti dan dibahas.*® Dalam
menganalisa data, penyusun menggunakan metode deduktif yaitu analisis
yang berangkat dari pengetahuan yang umum ataupun fakta yang bersitat
umum (dalam hal ini adalah pengetahuan tentang pembuktian dan alat bukti
dalam jarimah zina serta alat bukti lain yang ada dalam hukum pidana Islém)
untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus yaitu penerapan alat '
bukti tersebut (yaitu al-igrar, as-syahidah, al-qarinah dan al-khibrah) dalam

pembuktian tindak pidana perkosaan. **

*2 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penclitian: Suatu Pendelatan Prakrek, (Jakarta: Rincka
Cipta, 1993), hlm, 202,

3 Sutrisno Hadi, Meiodologi Riset, (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1992), Ilm 42.
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G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terbagi dalam lima bab :

Bab Pertama merupakan pendahuluan dari penelitian ini yang meliputi
-Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan Dan Kegunaan, Telaah Pustaka,
Kerangka Teoretik, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua memaparkan Tinjauan Umum Tindak Pidana Perkosaan yang
pembahasanya meliputi Perkosaan dalam Hukum Positit dan Hukum Pidana
Islam, Jenis-jenis Perkosaan, Sebab dan Akibat Perkosaan. Pembahasan tersebut,
penyusun letakkan pada bab ini sebagai pengantar bagi bab selanjutnya atau bab
tiga yang membahas tentang pembuktian dan alat bukti tindak pidana perkosaan,
sehingga penyusun merasa perlu untuk menerangkan lebih dulu beberapa hal
yang berkaitan dengan tindak pidana perkosaan.

Bab ketiga pembahasan mengenai Pembuktian dan Alat Bukti Tindak
Pidana Perkosaan Dalam Hukum Pidana Islam dimana akan diterangkan
Pengertian Pembuktian dan Alat Bukti, Sistem, Hakekat dan Tujuan Pembuktian,
Pembuktian dan Alat Bukti Tindak Pidana Perkosaan dalam Hukum Pidana
Islam, Faktor-faktor . Penghambat dalam penerapan alat bukti tersebut.
Pembahasan pada bab imt merupakan lanjutan dari bab terdahulu, setelah
pembahasan tentang tindak pidana perkosaan, kemudian dilanjutkan dengan

pembahasan tentang pembuktian dan alat bukti yang bisa diterapkan yaitu

manakala dilihat dalam koridor hukum pidana Islam.
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Bab Keempat analisis tentang Alat Bukti Tindak Pidana Perkosaan
ditinjau dari Hukum Pidana Istam, yang berisi Tindak Pidana Perkosaan dan Alat
Bukti Tindak Pidana Perkosaan dalam Hukum Pidana Islam termasuk di
dalamnya faktor penghambat dalam penerapan alat bukti tersebut. Kedua
masalah tersebut akan dianalisa dengan berlandaskan pada hukum pidana islam.

Bab Kelima adalah Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tersebut dalam bab-bab terdahulu tentang hal-hal yang berkaitan
dengan kejahatan atau tindak pidana perkosaan dgn pembukti.énnya, maka penyusun
mengambil garis besar kesimpulan sebagai berikut :

1. Berbicara mengenai pembuktian tindak pidana perkosaan dengan tinjauan alat
bukti dalam hukum pid;ina [slam, selain alat bukti al~igrar (pengakuan) dan as—.
syahddah (kesaksian) empat orang laki-laki, di mungkinkan penggunaan alat
bukti lain jika kedua alat bukti tersebut tidak bisa menyelasaikan atau
memecahkan permasalahan yang ada. Penggunaan alat bukti al-khibrah dan al-
garinah dimungkinkan, selain karena kedua alat bukti tersebut diharapkan bisa
menjadi sebuah alternatif solusi dalam pembuktian tindak perkosaan, juga karena

kedua alat bukti tersebut termasuk salah satu dari beberapa alat bukti yang diakui

dalam hukum pidana Islam.

—

2, Adaﬁya hambatan dalam menerapkan alat-alat bukti di atas karena adanya aturan
yang terlalu ketat — bahkan bisa dikatakan mustahil untuk dilaksanakan — dalam

pembuktian tindak pidana perkosaan, tidak menutup kemungkinan untuk

dilakukan};a koditikasi guna mencapai kemaslahatan yang lebih baik.

67
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B. Saran

Hukum Islam mempunyai kapasitas yang mengagumkan untuk berdamai
dengan kea&aan dan perubahan. Elastisitas hukum mestinya diberlakukan untuk
mencegah kekakuan dalam bertindak. Allah pun menghendaki agar hamba-Nya tidak
mencari jalan yang sukar selagi jalan yang mudah masih bisa untuk ditempuh.
Apapun ‘Idan bagaimanapun keadaannya, figih bisa saja dilewatkan demi untuk suatu
kemaslahatan dan kesejahteraan menusia selama masih sejalan dan selaras dengan
nas.

Berdasarkan prinsip ftihad pemikiran manusia sah-sah saja untuk
memproduksi suatu ketetapan hukum yang memuat rasa keadilan bagi seluruh
masyarakat. Oleh karena itu, bila terjadi suatu kasus pidana dimana alat bukti yang
ada tidak bisa untuk menyelesaikan masalah, maka apa salahnya jika menggunakan
alat bukti lain yang bisa menjadi suatu alternatif dalam memecahkan kebuntuan.

Kaitannya dengan pembuktian tindak pidana perkosaan, bagaimanapun
pahitnya kejadian tersebut, kebenaran dan keadilan tetap harus ditegakkan. Bagi
korb;m perkosaan hendaklah segera melapor demi memudahkan dalam .proses
penyidikan dan pembuktiannya.

Akhirnya, penyusun menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari
sempurna. Hal ini disebabkan penelitian ini hanya terfokus pada empat alat bukti
dalam proses pembuktian tindak pidana perkosaan. Sedangkan pada dasarnya, masih
ada alat bukti lain yang bisa digunakan dalam proses pembuktian tersebut. Dengan

demikian masih banyak sisi lain yang belum tersentuh. Oleh karena itu, sisi lain yang
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belum tersentuh itu selayaknya dapat dijadikan obyek penelitian oleh peneliti

selanjutnya.
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Lampiran 1 TERJEMAHAN
Him | No. FN
BABY

13 21 Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu)
apabila menetapkan hukuman diantara manusia supaya kamu
menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah Maha
Mendengar lagi Maha Melihat.

16 26 Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuata keji
hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu vyang
menyaksikanya

16 27 Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah
yang dusla, dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar.

16 28 Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecualu orang-orang
lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah
kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak
mengetahul.

17 29 Kalaulah dibenarkan manusia dengan gugatan mereka, tentu
mereka menggugat darah dan harta orang; akan tetapi sumpah
atas tergugat.

17 30 Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang rajih.

17 31 Perlakuan seorang yang pemimpin terhadap yang dipimpin
mengikuti maslahat.

BAB 11

25 5 Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada
apa-apa yang diingini, yaitu | wanita-wanita ... dst.

26 8 Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu
adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.




35

35

41

42

44

47"

49

10

11

21

22

29

33

37

BAB 111

Dan Kami tidak akan meng’azab sebelum Kami mengutus
seorang rasul.

Sebelum ada ketentuan nash tak ada hukum bagi perbutan
orang-orang berakal,

Dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlak-kan (apa
yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah

Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada
hutangnya,

Abu Hurairah r.a berkata: Seorang datang ke masjid menghadap.
kepada Nabi saw. Dan berkata: Ya Rasulullah, aku telah
berzina. Nabi saw. Berpaling muka dari padanya dan
mengabaikannya sehingga ia mengulang pengakuannya itu
empat kali, maka sesudah ia mengaku perbuatan itu empat kal
dipanggil oleh Nabi saw. Dan ditanya: Apakah anda gila?
Jawabnya: Tidak. Ditanya oleh Nabi saw.. Apakah anda
beristri? Jawabnya: Ya. Maka Nabi saw. Menyuruh sahabat:
bawalah ia dan rajamlah. Jabir r.a. berkata: Dan aku diantar
orang-orang yang merajam orang itu, maka kami rajam di dekat
mushatla dan ketika ia merasa kesakitan oleh rajam ia lari, dan

kami kejar sehingga ia tertangkap di Harrah dan disana kami
rajam.

Lihat BAB I FN.No.26. (IDEM)

Yusut berkata : “Dia menggodaku untuk menundukkan diriku
(kepadanya)”, dan seorang saksi dari keluarga wanita itu
memberi kesaksiannya . “Jika baju gamisnya koyak di muka,
maka wanita itu benar, dan Yusuf termasuk orang-orang yang
dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita
itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar.

Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang
Iclaki yang kami beri wahyu kepada mercka, maka bertanyalah,
kepada orang yang mempunyai- pengetahuan jika kamu tidak
mengetahui.

II
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33

55

59

60

61
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66
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"BAB IV

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu
adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka
deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan
janganlah belas kasthan kepada keduanya mencegah kamu
untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada
Allah, dan han akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman
mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang vyang
beriman.

Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah
(penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara)
diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti
hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah.
Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan

mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari
perhitungan. ; .

Kalaulah dibenarkan manusia dengan gugatan mereka, tentu

mereka menggugat darah dan harta orang; akan tetapy sumpah
atas tergugat.

Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya Allah menghidupkan
bumi sesudah matinya. Sesungguhnya kami telah menjelaskan

kepadamu tanda-tanda kebesaran (Kami) supaya kamu
memikirkannya.

Sesungguhnya kamm telah mengutus rasul-rasul Kani dengan
membawa bukti-bukti yang nyata.

Katakanlah : “Sesungguhnya aku (berada) di atas hujjah yang
nyata {Al-Qur’an) dari tuhanku sedang kamu mendustakannya.
Tidak ada padadu apa (azab) yang kamu minta supaya
disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah
hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi
keputusan yang paling baik.

Yang telah tetap berdasarkan bukti/keterangan sama dengan
yang telah tetap berdasarkan kenyataan. ‘

III




LAMPIRAN It

BIOGRAF1 PARA ULAMA DAN CENDEKIA

1. IMAM BUKHAR!

Nama lengkapnya adalah Abu ‘Abdillah Muhammad Ibn Isma’il Ibn
Ibrahim Ibn Bardazbah al-Ja’fa, dilahirkan di Bukhara pada tahun 194 H. Umur
10 tahun beliau sudah menghatal hadis. Beliau mempunyai banyak karangan yang
merupakan ketinggian ilmunya. Al-Bukhari adalali yang pertama kali memnyusun
kitab “sahih”, yaitu jejaknya diikuti oleh ulama lain sesudah beliau. Beliau
menyusun kitabnya itu dalam waktu 16 tahun, Kitab tersebut terkenal dengan -
nama “Sahih al-Bukhari”. Sedangkan karyanya yang lain yaitu : al-Adabu!

Mufrad, at-1Tarikh al-Kabir, at-Tarikh dan al-Ausai. Beliau wafat di Baghdad
pada tahun 259 H.

2. IMAM MUSLIM

Beliau dilahirkan pada tahun 206 H. Nama lengkapnya adalah ‘Abdul
Husain Muslim Ibn al-Hajaj Ibn Muslim al-Qusairi al-Naisaburi. Beliau adalah
seorang yang terkenal dan seorang Imam yang terkeniuka. Beliau melawat ke
Irak, Hujaz, Syam, dan Mesir untuk memperoleh dan mempelajari hadis dari
ulama-ulama hadis. Beliau meriwayatkan hadis dari Yahya an-Nisaburi, Ahmad
Ibn Hambal, Ishak, Ibn Rahawain dan Abdullah Ibn Maslamah al-Qa’nabi, al-
Bukhari dan lain-lain. Hadis-hadisnya banyak diriwayatkan oleh ulama-ulama.

3. IBNUAL-QAYYIM AL-JAUZIYYAH

Beliau lahir pada tahin 691 H, dan watat pada tahun 751 H. Nama lengkap
beliau adalah Syamsudin Ibn Abi Bakar Ibn Ayyub Ibn Sa’ad Ibn Haris ad-
Dimasyqy al-Jauziyyah. Beliau adalah seorang fagih dan mujtahid bermazhab
Hambaly dari Damaskus yang pemikirannya banyak dipengaruhi oleh Ibn
Taimiyyah, Gurunya.

Beliau banyak menulis tentang tauhid, figh, usul figh, sejarah, dan tasawut
yang sampai sckarang masih banyak dipakai di lingkungan Perguruan Tinggi
tertentu, seperti di Indonesia, Timur Tengah dan negara Islam lainnya. Beliau
adalah murid Ibn Taimiyyah yang paling cemerlang. Selain berguru pada Ibn
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Taimiyyah, beliau juga pernah berguru kepada Aly As-Syihab an-Nablisy al-
Qabir, dan Tbn ‘Asakir,

Diantara murid-murid beliau adalah Ibn Kasir, Zainuddin Abu al-Fariy
Abdurrahman, Syamsuddin Ibn Muhammad abd al-Qahhar, Abu Ya’la dll.

4. PROF. DR. MAHMUD SYALTOUT

Beliau adalah seorang penikir dan sarjana muslim yang ahli di bidang
syariat Islam yang mempunyai reputasi tinggi di dunia Islam. Beliau dilahirkan
pada tanggal 23 April 1893 di Desa Madaniyah Bam Manshur, Distrik Al-Bairut,
Karesidenan Bukhairah, dan meninggal tanggal 19 Desember 1963 dengan usia
70 tahun. .

Dalam usianya yang baru 13 tahun, ia sudah pandai membaca dan hafal al-
Qur’an. la kemudian melanjutkan pelajarannya di Lembaga Pendidikan Agama
(al-Ma’had ad-Diniyyah) di Iskandariyah. Pada tahun 1918 memperoleh
Syahadah al-*Alimiyyah al-Madaniyah dari Universitas Al-Azhar. Beliau juga
pernah menerima gelar Doktor Honoris Causa dari TAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta pada tahun 1961,

Diantara karya-karyanya antara lain adalah Figh al-Qur’an wa as-Sunnah,
Kitab Mugqaranatui Mazahib fil Figh, Al-Mas’uliyah al- Madaniyah wa al-
Jinayah, dIl.

5. DR.TM. HASBI AS-SIDDIEQY

Beliau lahir 10 Maret 1904 di Lokseumawe. Belajar padaq pesantren yang
dipimpin ayahnya serta beberapa pesantren lainnya. Beliau banyak mendapat
bimbingan dari ulama Muhammadiyah bin Salim al-Kalili.

Tahun 1927, beliau belajar di al-Trsyad Surabaya yang dipimpin oleh
Ustad Umar Hubeis. Kemudian tahun 1928 memimpin pesantren al-Irsyad di
" lokseumawe. Beliau juga giat berdakwah di Aceh, mengembangkan faham
“tajdid” serta memberantas bis’ah dan khurafat.

Tahun 1930 menjadi Kiepala Sekolah di Al-Huds di Krung Mane,

mengajar di HIS dan MULO Muhammadiyah, ketua Jong Islaminten Bond Aceh
Utara.

Tahun 1940-1942 menjadi Direktur Darul Mu’allimin Muhammadiyah
Kutaraja, membuka Akademi Bahasa Arab dan pada zaman Jepang menjadi
anggota Pengadilan Agama Tertingi di Aceh, anggota Syu Sangi Kaiden Cuo
Sangi Ju di Bukitinggi.

Karir bekiau sebagai pendidik abtara lain ;| Dekan Fakultas Syari’ah di
Umniversitas Sultan Agung Semarang. Guru Besar dan Dekan Fakultas Syari’ah
IAIN Sunan Kalijaga Yugyakarta (1960). Beliau juga Guru Besar di Ull
Yogyakarta dan Rektor Universitas Al-Irsyad Solo (1963-1968). Selain itu beliau
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juga menjabat Wakil Ketua Lembaga Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an
Departemen Agama, Ketua Lembaga Figh Islam Indonesia (Lefisi), anggota
Lembaga Majlis Ifta’ wat Tarjih DPP Al-Irsyad. Dan terakhir pada tanggal 22
Maret 1975, beliau mendapat gelar Honoris Causa dalam ilmu syari’at dart
Universitas Islam Bandung (Unisba). Beliau wafat pada tanggal 9 Desember 1975
dalam usia 71 tahun,

6. ANDI HAMZAH

Beliau dilahirkan pada tanggal 14 Juni 1933 di Wajo Sulawesi Selatan.
Pendidikannya dimulai dari Vrugh School Sengkang (1948), Sekelah Menengah
Kehakiman Makasar (1954), Fakultas Hukumj Universitas Hasanuddin (1962),
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